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ABSTRAK

Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada beberapa penduduk yang mengklaim bahwa di wilayah mereka terdapat tanah adat. Klaim ini memiliki potensi untuk menyebabkan konflik jika terlibat dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki operasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, seperti perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Untuk mencegah konflik antara penduduk dan perusahaan-perusahaan tersebut, perlu dilakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi untuk menentukan apakah penduduk tersebut memang termasuk dalam kategori Masyarakat Hukum Adat. Dengan memiliki kejelasan mengenai status mereka, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang adil untuk semua pihak yang terlibat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoordinasikan pengakuan dan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten OKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan melibatkan informan dari Dinas Pertanahan dan tokoh masyarakat di OKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:   1) Proses koordinasi pengakuan dan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten OKI telah dilaksanakan secara optimal oleh pegawai yang bertanggung jawab, sesuai dengan Keputusan Bupati OKI Nomor 6 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengakuan Dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Dalam Daerah Kabupaten OKI. 2) Koordinasi pengakuan dan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten OKI telah berjalan dengan baik dan melibatkan kerja sama dengan pemerintah setempat serta stakeholder lainnya. Dengan demikian, langkah-langkah yang telah diambil untuk mengidentifikasi dan mengakui status Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten OKI telah dilakukan dengan optimal dan telah melibatkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci : Koordinasi, Pengakuan Dan Pengukuhan, Masyarakat Hukum Adat
ABSTRACT


Ogan Komering Ilir Regency, there are several residents who claim that their area contains customary land. This claim has the potential to cause conflict if it is involved with companies that have operations in Ogan Komering Ilir Regency, such as plantation, forestry and mining companies. To prevent conflicts between residents and these companies, identification, verification and validation need to be carried out to determine whether these residents are indeed included in the category of Indigenous Peoples. By having clarity regarding their status, the government can take policies that are fair to all parties involved. The aim of this research is to coordinate the recognition and confirmation of Indigenous Law Communities in OKI Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive method, involving informants from the Land Service and community leaders at OKI. The research results show that: 1) The process of coordinating the recognition and inauguration of Customary Law Communities in OKI Regency has been carried out optimally by responsible employees, in accordance with OKI Regent Decree Number 6 of 2021 concerning the Establishment of a Team for Coordination and Synchronization of Recognition and Inauguration of Customary Law Communities in OKI Regency area. 2) Coordination of recognition and inauguration of Indigenous Law Communities in OKI Regency has gone well and involves collaboration with the local government and other stakeholders. Thus, the steps that have been taken to identify and recognize the status of Indigenous Peoples in OKI Regency have been carried out optimally and have involved good cooperation between the government and related parties.
Keywords: Coordination, Recognition and Inauguration,  Indigenous Peoples
PENDAHULUAN
Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang telah mengalami perubahan kedua mengungkapkan kewajiban pemerintah untuk mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, asalkan hal tersebut masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini juga diperkuat oleh ketentuan pasal 281 ayat (3) yang menegaskan perlunya menghormati identitas budaya dan masyarakat tradisional seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan peradaban.

Hak ulayat yang diakui dalam UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) terdiri dari dua persyaratan utama, yaitu persyaratan eksistensi dan pelaksanaan. Sesuai dengan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui selama masih dapat dibuktikan secara nyata. Oleh karena itu, jika tanah ulayat masih ada dalam kenyataannya, misalnya dengan adanya masyarakat hukum adat yang terkait atau kepala adat yang terkait, maka tanah ulayat tersebut tidak dapat diubah menjadi tanah hak milik. Sebaliknya, jika tanah ulayat tidak lagi ada dalam kenyataannya atau statusnya telah berubah menjadi "bekas tanah ulayat," maka tanah tersebut dapat dialihkan menjadi tanah hak milik.
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Pengakuan negara terhadap hak ulayat memberikan masyarakat hak untuk mempertahankannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Hak ulayat dianggap masih ada jika terdapat tiga kriteria yang terpenuhi: pertama, adanya masyarakat yang tunduk pada hukum adat setempat; kedua, penggunaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat; dan ketiga, adanya struktur pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang dihormati oleh masyarakat adat.

Selain itu, ada ketentuan bahwa tanah yang sudah dimiliki oleh individu, badan hukum, tidak dapat diubah menjadi tanah ulayat. Tanah ulayat dapat dilepaskan kepada individu, badan hukum, atau instansi pemerintah dengan mematuhi ketentuan dan prosedur hukum adat yang berlaku.

Peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul "Koordinasi Pengakuan Dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Ogan Komering Ilir" berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini akan fokus pada upaya untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi status Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama di Desa Sungai Sodong dan Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi konflik antara masyarakat setempat dan perusahaan perkebunan, kehutanan, serta galian/tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Dengan memahami status hukum adat masyarakat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang adil untuk semua pihak yang terlibat dalam situasi ini.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Koordinasi
Menurut Brech dalam Hasibuan (2014:85), koordinasi adalah tindakan untuk seimbangkan dan arahkan tim dengan menetapkan lokasi kegiatan yang sesuai bagi setiap anggota dan memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan keharmonisan di antara anggota-anggota.

Sementara menurut Terry dalam Sukarna (2011:3), koordinasi adalah upaya untuk menyelaraskan dengan rapi berbagai aspek, termasuk jumlah yang tepat dan waktu yang tepat, untuk mengarahkan pelaksanaan sehingga menghasilkan tindakan yang harmonis dan terpadu menuju tujuan tertentu.

Menurut Soewarno (2011:94), koordinasi adalah suatu tugas yang kompleks, terutama ketika dilakukan di lapangan.

Dengan merangkum pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses yang melibatkan pengaturan, penyatuan, atau integrasi kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efisien dan efektif. Setelah memahami pengertian koordinasi menurut para ahli secara umum dan khusus, langkah selanjutnya adalah memahami tujuan dari proses koordinasi tersebut.

b. Koordinasi Antar Organisasi Publik
Menurut Bouckert (2010:34), Koordinasi bukanlah hal yang simpel dalam politik dan administrasi, melainkan juga melibatkan sejumlah masalah dalam sektor publik. Ini memungkinkan terbentuknya kerjasama dengan berbagai alasan dalam administrasi dan politik. Pendekatan Syafrudin (2009:268) untuk mendefinisikan koordinasi dalam pemerintahan adalah sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyelaraskan agenda kegiatan dalam sebuah organisasi sehingga mencapai kemajuan yang cepat menuju tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi juga dapat dijelaskan sebagai proses pengaturan yang terpadu dari fungsi dan kegiatan yang melibatkan beberapa unit atau organisasi, dengan tujuan mencapai hasil yang terpadu, efektif, dan efisien. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi adalah pengaturan aktif yang melibatkan pengaturan semua gerakan, kegiatan, dan hubungan kerja antara berbagai pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta lembaga-lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang yang saling terkait. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mencegah terjadinya kebingungan, ketidakjelasan dalam arah tujuan, rencana kegiatan, prosedur, dan tata kerja, serta tumpang tindihnya berbagai kebijakan dan agenda di berbagai organisasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Yusuf (2013:29) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan publik), ada beberapa panduan koordinasi yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. harus bersifat terpusat, sehingga ada unsur pengendalian untuk menghindari setiap bagian atau satuan kerja bergerak secara independen, yang merupakan karakteristik alami dalam setiap bagian.

2. harus bersifat terpadu, yang berarti bahwa pekerjaan harus saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.

3. harus berlangsung secara berkelanjutan, yaitu sebagai rangkaian kegiatan yang saling terhubung, selalu berlangsung, selalu diupayakan, dan selalu menekankan pentingnya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.

4. harus menggunakan pendekatan multi-instansional, dengan cara meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi yang berhubungan untuk menghindari tumpang tindih tugas antara berbagai instansi dan menghindari ketidakjelasan dalam pelaksanaan program.
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c. Hukum Adat
"Hukum adat" adalah terjemahan dari istilah "adatrecht" dalam bahasa Belanda yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje. Istilah "adatrecht" kemudian diadopsi oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis dalam hukum (Bushar Muhammad, 2007:9). Hukum adat ini merupakan kompleks norma-norma yang berkembang dari perasaan keadilan masyarakat. Norma-norma ini mencakup aturan-aturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, tetapi selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki konsekuensi hukum (sanksi) (Soerojo Wignjodipuro, 1982:17).

Van Vollenhoven dalam penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat asli yang telah tinggal di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda hidup sesuai dengan sistem hukum mereka sendiri yang dikenal sebagai Hukum Adat (H.M. Koesnoe, 2011:7).

Prof. Soediman Kartohadiprodjo, dalam bukunya Abdurrahman. S.H, menjelaskan bahwa hukum adat bukanlah tidak tertulis karena bentuknya, tetapi karena hukum adat disusun berdasarkan pemikiran tertentu (Abdurrahman, 1984:17). Proses pembentukan hukum adat melibatkan perilaku manusia, norma-norma, dan kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun dan diakui oleh masyarakat hukum adat sebagai hukum yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Prof. Van Vollenhoven juga menjelaskan bahwa hukum adat adalah sekumpulan aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing. Di satu sisi, aturan ini memiliki sanksi hukum, sementara di sisi lain, aturan tersebut tidak terkodifikasi karena bersifat adat.Top of Form
Dengan pemberlakuan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bersama dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 yang telah mengalami perubahan melalui UU No.23 Tahun 2014, peran Pemerintah Daerah dalam mengatur keberlangsungan masyarakat yang mengikuti hukum adat dalam pengelolaan hutan adat menjadi semakin penting. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung eksistensi hutan adat mencakup hal-hal berikut:

a. Mengidentifikasi daerah-daerah yang masih ditempati oleh masyarakat yang menerapkan hukum adat. b. Melakukan penelitian yang menyeluruh terkait dengan hukum adat dan komunitas yang mengikutinya. c. Menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah komunitas yang menjalankan hukum adat dengan pembuatan Peraturan Daerah (Perda). d. Mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk mengakui wilayah di mana komunitas menerapkan hukum adat sebagai hutan adat.

Dalam undang-undang yang mengatur masyarakat hukum adat (Rikardo, 2006:94), terdapat dua aspek utama yang perlu diberikan perhatian:Top of Form
Pertama, disebutkan bahwa sumber daya hutan berada dalam penguasaan negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Ini tidak berarti negara memiliki hak milik penuh atas hutan, tetapi negara memberikan berbagai wewenang kepada pemerintah, termasuk izin dan hak untuk kegiatan hutan kepada pihak lain. 

Pengawasan pemerintah terhadap hutan telah menyebabkan hutan yang awalnya dimiliki oleh masyarakat adat dianggap sebagai hutan milik negara. Dengan kata lain, konsep hutan milik negara tidak hanya mencakup hutan yang tidak memiliki hak kepemilikan tanah sesuai dengan UUPA, tetapi juga mencakup hutan yang dikelola oleh masyarakat adat, yang sering disebut sebagai hutan adat.
Kedua, walaupun hutan masuk dalam kategori hutan negara, hak-hak masyarakat hukum adat tidak sepenuhnya dihapuskan selama hak-hak tersebut masih ada dan diakui secara sah. Masyarakat hukum adat harus melalui proses pengakuan keberadaannya melalui regulasi daerah agar dapat mengelola dan memanfaatkan hutan tersebut sesuai dengan adat mereka.

d. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14/KEP/Dispertan/2021 tentang
pembentukan tim koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021
Berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14/KEP/Dispertan/2021 tentang pembentukan tim koordinasi dan sinkronisasi pengakuan serta pengukuhan masyarakat hukum adat dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2021, tim tersebut memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Menghimpun data dan informasi serta sumber-sumber pustaka yang terkait dengan masyarakat hukum adat. 

b. Memeriksa dan mengevaluasi data, informasi, dan pustaka yang sudah ada terkait dengan masyarakat hukum adat.

c. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
d. Melaksanakan rapat, pertemuan dan bentuk lainnya dalam rangka memperoleh masukan dan data terkait masyarakat adat dari berbagai pihak;
e. Melakukan peninjauan lapangan guna pengkajian secara mendalam terhadap subjek dan objek yag diteliti;
f. Melakukan analisis data yang telah diperoleh, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan; Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Ogan Komering Ilir;
g. Menyampaikan rekomendasi hasil kegiatan yang bisa digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
METODE PENELITIAN


Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif. Bigdan dan Taylor (2013:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan yang berasal dari partisipasi orang-orang serta perilaku yang diamati. Dengan menggunakan pendekatan pengukuran data kualitatif, peneliti bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam fenomena sosial yang sedang berlangsung, khususnya terkait dengan pelaksanaan koordinasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berasal dari Dinas Pertanahan dan tokoh-tokoh masyarakat OKI.

PEMBAHASAN


Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat perlu dibedakan. Masyarakat adat adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada kelompok masyarakat dengan karakteristik khusus tertentu, sementara masyarakat hukum adat adalah istilah hukum yang mengacu pada sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki struktur sosial dan pemimpin yang melindungi kepentingan kelompok, serta memiliki sistem hukum dan pemerintahan sendiri.

Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat adalah suatu hal yang sangat penting, karena hak-hak ini telah ada sejak zaman yang jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, hak-hak tradisional ini perlu diadaptasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.. Koordinasi dalam pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir harus dilakukan dengan cara persuasif, memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, tetapi tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam konteks pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, langkah pertama adalah berkoordinasi antara pihak masyarakat dan pemerintah setempat. Koordinasi ini harus sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan bersama. Selain itu, untuk menjalankan koordinasi ini dengan efektif, perlu mengatur dan membuat jadwal dengan para stakeholder yang terlibat. Hal ini bertujuan agar proses pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dapat berjalan dengan lancar.

Setelah melakukan pertemuan dan diskusi dalam Forum Group Discussion (FGD), langkah berikutnya adalah pembuatan jadwal koordinasi yang lebih detail. Jadwal ini disesuaikan dengan keadaan dan lokasi desa hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuannya adalah memastikan bahwa koordinasi ini berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat membantu dalam penggalian informasi yang lebih mendalam terkait dengan pengukuhan masyarakat hukum adat.

Untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkait dengan pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama, dilakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan masyarakat adat dalam prosesnya.

2. Kemudian, verifikasi dan validasi status Masyarakat Hukum Adat dilakukan, dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat hukum adat selama satu bulan.

3. Selanjutnya, rekomendasi diberikan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan status Masyarakat Hukum Adat melalui keputusan Panitia.

Dalam melakukan identifikasi, Panitia harus mengkaji beberapa aspek, termasuk sejarah Masyarakat Hukum Adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sebuah kelompok masyarakat tidak dapat mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Permendagri 52/2015.

Dalam hal menginterpretasikan informasi dalam koordinasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dimulai dengan Focus Group Discussion, observasi lokasi, dan rapat koordinasi.

2. Kemudian, data dikumpulkan dan dianalisis, serta kesimpulan diambil untuk penyusunan naskah akademis sebagai laporan akhir.

Proses komunikasi dalam kegiatan koordinasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimulai dengan menarik perhatian masyarakat. Setelah perhatian tercapai, langkah berikutnya adalah meningkatkan minat masyarakat dengan menjelaskan manfaat yang diharapkan. Pentingnya mengenal audiens juga ditekankan dalam komunikasi ini.

Selanjutnya, komunikator harus menciptakan hasrat pada audiens untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan emosional dalam komunikasi. Pada tahap berikutnya, audiens akan membuat keputusan untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan harapan yang disampaikan.

Mengkomunikasikan informasi dalam kegiatan koordinasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pesan harus dibuat dengan perencanaan yang cermat dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian audiens yang dituju.

2. Pesan harus menggunakan simbol atau lambang yang dikenali oleh kedua belah pihak, sehingga pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh komunikator dan penerima pesan.

3. Pesan harus mampu memunculkan kebutuhan pribadi pihak penerima pesan dan memberikan saran mengenai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

4. Pesan juga harus mengusulkan metode yang sesuai dengan situasi kelompok penerima pesan saat mereka diharapkan memberikan tanggapan yang diinginkan. Penting untuk memastikan bahwa pesan disusun dengan mempertimbangkan kepentingan penerima pesan.

Selain itu, dalam konteks ini, semua langkah-langkah komunikasi harus mematuhi persyaratan yang berlaku dalam sebuah kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Hasil dari seluruh kegiatan ini kemudian diarsipkan dalam bentuk laporan akhir dan dipresentasikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pemilihan tim yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir, yang membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2021. Tim ini wajib mengikuti semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Pembagian pekerjaan yang mengkhususkan dalam pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir melibatkan pembagian tugas yang diatur melalui surat keputusan Bupati. Struktur organisasi ini mencakup pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dalam Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengakuan Dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat di Daerah Kabupaten Ogan Komering.

Dalam menghadapi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, pemerintah, khususnya Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, berkomitmen untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan fakta, regulasi, dan bukti-bukti yang jelas di lapangan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengukuhan ini sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, dalam menentukan sikap ini, pemerintah akan memperhitungkan pengakuan negara terhadap tanah ulayat, yang memungkinkan masyarakat memperjuangkan hak-hak tertentu terkait tanah ulayat.

Pengakuan hak ulayat dianggap masih berlaku jika beberapa kondisi terpenuhi, seperti adanya masyarakat yang tunduk pada hukum adat setempat, adanya tanah ulayat tertentu yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat, dan adanya tatanan atau struktur pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang diakui oleh masyarakat adat. Selain itu, tanah yang sudah dimiliki oleh individu, badan hukum, atau entitas pemerintah tidak dapat dianggap sebagai tanah ulayat. Tanah ulayat dapat dilepaskan kepada individu, badan hukum, atau instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum adat yang berlaku.

Dalam koordinasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdapat beberapa masyarakat yang mengklaim memiliki tanah ulayat di desa mereka. Klaim ini berpotensi menimbulkan konflik ketika berhubungan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, atau pertambangan yang memiliki kegiatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Salah satu contoh desa yang pernah mengklaim memiliki hak ulayat adalah Desa Sungai Sodong dan Desa Pematang Panggang di Kecamatan Mesuji. Untuk menghindari konflik antara masyarakat dan perusahaan, penting untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi apakah masyarakat tersebut memenuhi kriteria sebagai Masyarakat. Hukum Adat. Dengan status yang jelas, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara umum, pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dilaksanakan dengan optimal oleh pegawai dan sesuai dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengakuan Dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Dalam Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021. 
2. Secara khusus, koordinasi dalam pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir berjalan dengan baik. Terdapat koordinasi dengan pemerintah setempat dan pemangku kepentingan (stakeholder). Proses ini melibatkan penggunaan angket dan pendapat masyarakat. Untuk menginterpretasikan informasi ini, dilakukan persiapan Focus Group Discussion, observasi lokasi, rapat koordinasi, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir.
3. Selain itu,Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14, yang mengatur pembagian tugas dalam pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Struktur organisasi ini mencakup pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Hal ini bertujuan untuk menjalankan kegiatan ini dengan lebih efisien.
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